
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Wsp 

PENETAPAN 

Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Wsp 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam 

perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan 

SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, 

selanjutnya disebut Penggugat; 

m e l a w a n, 

TERGUGAT, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan 

SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng., 

selanjutnya disebut Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah membaca laporan mediasi; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 

Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng 

pada hari Rabu tanggal  21 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 

305/Pdt.G/2023/PA.Wsp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai 

berikut :. 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat 

dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan 

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 

1964 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/1964 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten 

Soppeng tanggal 23 Maret 2000 ;     
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2.  Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat 

bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri 

di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Soppeng;   

3.  Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai dua orang anak,Saat ini masing-masing sudah berkeluarga;  

4.  Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan 

rukun selama kurang lebih 35 tahun, rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2000 disebabkan 

karena:    

 4.1  Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang 

perempuan yang bernama Inanda bahkan sudah menikah tanpa 

sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di 

hargai lagi sebagai seorang isteri;   

   4.2  Sejak tahun 2000 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada 

Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;   

5.  Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 

pada tahun 2000 Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah dengan 

perempuan tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah 

tempat tinggal kurang lebih 23 tahun. 

6.  Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa 

sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan 

Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat 

bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;   

7.  Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian 

Penggugat tidak menuntut apa-apa;   

           Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa 

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi: 

P r i m a i r   : 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;   
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2.  Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   

3.  Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;   

S u b s i d a i r  : 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus 

menurut hukum dengan seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat 

datang menghadap sendiri di persidangan. 

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua 

belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan 

tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan 

Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Salmirati,S.H.,M.H. sebagai 

mediator sesuai dengan penetapan Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Wsp tanggal 05 

Juli 2023. 

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Juli 2023, 

menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan 

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas 

pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya. 

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan 

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka 

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya 

mohon penetapan. 

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses 

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi 

dilanjutkan. 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara 

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas. 
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Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar 

dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali 

rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk 

memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka 

Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini. 

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi 

perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam 

membina rumah tangganya. 

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan 

Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat 

menyatakan mencabut gugatannya .  

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak 

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu 

maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan. 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan 

gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan pada 

saat proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara 

ini harus diperhitungkan.  

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah 

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.  

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan 

dengan perkara ini. 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;   

2.  Menyatakan perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA Wsp. dicabut;   

3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).  
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Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah 

bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, 

S.Ag., M.Ag., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng. Penetapan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. 

 

Hakim Tunggal, 

 

 

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

Drs. Muh. Arsyad 
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Perincian biaya perkara: 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 100.000,00 

-  Panggilan : Rp 400.000,00 

-  PNBP panggilan : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 570.000,00 

                  (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
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